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JAKARTA (IM) - Anggiat 
Pasaribu menggunakan mobil 
dinas TNI usai rebut dengan 
ibunda Arteria Dahlan, di 
Bandaran Soekarno – Hatta, 
Tangerang.

Terkait hal ini, Panglima 
TNI Jenderal TNI Andika Per-
kasa menegaskan akan menin-
daklanjuti dugaan penyalahgu-
naan penggunaan mobil dinas 
militer. Namun, hal itu harus 
berdasarkan adanya laporan 
terlebih dulu.

Diketahui, Anggiat terlibat 
cekcok dengan ibunda Arteria 

Dahlan di Bandara Soekarno-
Hatta (Soetta). Saat kejadian, 
Anggiat dijemput dengan mo-
bil dinas TNI Mitshubishi 
Pajero Sport berpelat nomor 
75194-03.

“Jadi diawali dengan itu 
dulu, kalau ada laporan akan 
kita tindaklanjuti,” tutur An-
dika di Rumah Dinas Ketua 
DPD La Nyalla Mattaliti, Rabu 
(23/11).

Dia memastikan, segala 
bentuk tindakan yang akan 

HARGA ECERAN DALAM KOTA RP2500, LUAR KOTA+ONGKOS KIRIM 
JUMAT 26 NOVEMBER 2021

 USD 14.355,00 14.180,00
 SGD 10.655,00 10.355,00
 AUD 10.403,00 10.203,00
 EUR 16.218,00 15.963,00
 HKD   1.879,00   1.799,00
 GBP 19.291,00 19.006,00
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Apabila dalam jangka waktu dua tahun 
 Pemerintah bersama DPR tidak dilakukan 
 perbaikan, UU Cipta Kerja tersebut akan  otomatis 
dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Apabila dalam jangka waktu 
dua tahun tidak dilakukan perbai-
kan, UU Cipta Kerja tersebut akan 
otomatis dinyatakan inkonstitu-
sional secara permanen. Selain itu, 
Mahkamah menyatakan, seluruh 
UU yang terdapat dalam Omnibus 
Law UU Cipta Kerja tetap berlaku 
sampai dilakukan perbaikan.

Namun pemerintah dilarang 
mengeluarkan kebijakan yang 
bersifat strategis terkait Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 

asas keterbukaan pada publik 
meski sudah melakukan beberapa 
pertemuan dengan beberapa 
pihak.

Namun, pertemuan itu dinilai 
belum sampai pada tahap sub-
stansi UU. Begitu pula dengan 
draf  UU Cipta Kerja juga dinilai 
Mahkamah tidak mudah diakses 
oleh publik. Oleh karena itu, 
Mahkamah menyatakan, UU 
Cipta Kerja inkonstitusional ber-
syarat selama tidak dilakukan per-
baikan dalam jangka waktu dua 
tahun setelah putusan dibacakan.

Undang Dasar 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengi-
kat secara bersyarat, sepanjang 
tidak dimaknai tidak dilakukan 
perbaikan dalam waktu dua tahun 
sejak putusan ini diucapkan,” kata 
Anwar

Mahkamah menilai, metode 
penggabungan atau omnibus law 
dalam UU Cipta Kerja tidak jelas 
apakah metode tersebut meru-
pakan pembuataan UU baru atau 
melakukan revisi. Mahkamah juga 
menilai, dalam pembentukannya, 
UU Cipta Kerja tidak memegang 

JAKARTA (IM) - Mahkamah 
Konstitusi (MK) memutuskan 
bahwa Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja inkonstitusional secara 
bersyarat. Putusan itu dibacakan 
oleh Ketua MK Anwar Usman 

dalam sidang uji formil UU Cipta 
Kerja yang disiarkan secara dar-
ing, Kamis (25/11).

“Menyatakan pembentukan 
Undang-Undang Nomor 11 Ta-
hun 2020 tentang Cipta Kerja 
bertentangan dengan Undang-

MK Sebut UU Cipta Kerja Inkonstitusional
Bersyarat, Harus Diperbaiki dalam 2 Tahun

IDN/ANTARA

Polisi Pangkat AKBP Diserang Oknum
Ormas Pakai Sajam saat Demo di DPR

IDN/ANTARA 

ormas yang melukai anggotanya. 
Tindakan tegas juga akan diberi-
kan kepada penanggungjawab 
demo.

“Polda Metro akan memberi 
tindakan tegas pada penang-
gungjawab demo untuk dimintai 
pertanggungjawabannya dan juga 
terhadap pelaku yang melakukan 
penyerangan terhadap anggota 
kepolisian dan membawa senjata 
tajam, itu akan kami proses hu-
kum,” katanya.

Aksi demo yang digelar 
di depan gedung DPR adalah 
untuk memprotes pernyataan 
Wakil Ketua Komisi II DPR 
Junimart Girsang yang meminta 
ormas yang sering membuat 
keributan dibubarkan. Namu 
Junimart sudah meminta maaf  

JAKARTA (IM) - Seorang 
polisi terluka diserang oleh massa 
dari salah satu ormas yang meng-
gelar unjuk rasa di depan Gedung 
DPR, Senayan, Jakarta Pusat, 
Kamis (25/11).

“Anggota kami diserang den-
gan senjata tajam. Kepala bagian 
belakang mengalami luka robek 
dan pendarahan yang cukup be-
sar. Harus mendapatkan jahitan,” 
kata Kepala Bidang Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol Endra 
Zulpan, Kamis (25/11).

Zulpan mengatakan, polisi 
yang diserang adalah seorang 
perwira menengah berpangkat 
Ajun Komisaris Besar Polisi 
(AKBP). Saat ini korban sudah 
menjalani perawatan di RS Polri, 
Kramatjati, Jakarta Timur.

Zulpan memastikan pihaknya 
akan menindak tegas anggota 
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ran Formula E. Selain itu, KPK 
juga akan mendalami apakah uang 
tersebut benar-benar masuk ke 
pihak yang berwenang.

“Alasan-alasan kenapa Pem-

prov DKI membayar sekian-seki-
an dan transfernya ke mana, apak-
ah ke pihak-pihak yang  betul-betul 

JAKARTA (IM) - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
akan melacak aliran dana yang su-
dah dikeluar Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta untuk penyelengga-

KPK Lacak Aliran Uang yang Sudah
Dikeluarkan Pemprov DKI untuk Formula E

PEJABAT Departemen Pertahanan 
Amerika Serikat (Dephan AS) telah men-
gumumkan peluncuran gugus tugas untuk 
menyelidiki laporan benda terbang tak dikenal 
(UFO) di wilayah udara terbatas.

Pentagon pada Selasa (23/11) mengatakan 
kelompok itu akan menilai objek yang menarik 
dan “mengurangi setiap ancaman terkait”. 

Pentagon akan Selidiki Penampakan
UFO di Wilayah Udara Amerika Serikat
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Kunjungi Website Kami di: https://internationalmedia.co.id
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Presiden mengapresiasi dedikasi 
serta perjuangan para guru dan 
tenaga pendidik dalam masa 
pandemi Covid-19.

Jokowi mengatakan, selama 

masa pandemi Covid-19, para 
guru tetap mampu menjamin 
pendidikan yang diterima generasi 

JAKARTA (IM) - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) mengucap-
kan harapan dan terima kasihnya 
bertepatan dengan Hari Guru 
Nasional (HGN), Kamis (25/11). 

Guru Menangis Melihat Murid Bosan,
Kesepian dan Kehilangan Disiplin

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Berikrar Mendedikasikan Diri hingga 
Napas Terakhir

(Mas   ter Cheng Y en)

ANGGIAT PASARIBU DIJEMPUT MOBIL DINAS TNI

Panglima akan Tindaklanjuti  Jika Ada
Penyalahgunaan Mobil Dinas Militer

KERAJINAN BATIK LASEM
Perajin menyelesaikan pembuatan batik lasem di Desa Karangturi, Lasem, 
 Rembang, Jawa Tengah, Kamis (25/11). Batik dengan ciri khas pesisir hasil 
 akulturasi dari budaya Tiongkok dan Jawa tersebut memiliki motif latohan, naga, 
sampe’s engthai, kilin, kupu-kupu, burung hong hingga gunung ringgit.

KERJASAMA KPK DAN KADINKERJASAMA KPK DAN KADIN
Ketua KPK Firli Bahuri (ketiga kiri) bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (ketiga kanan)  didampingi Ketua KPK Firli Bahuri (ketiga kiri) bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (ketiga kanan)  didampingi 
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo (kedua Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo (kedua 
kanan), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kiri), Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI kanan), Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kedua kiri), Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung RI 
Supardi (kiri) dan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto (kanan)  menunjukkan Supardi (kiri) dan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto (kanan)  menunjukkan 
naskah nota kesepahaman kerjasama KPK dan Kadin di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/11). Kerjasama KPK naskah nota kesepahaman kerjasama KPK dan Kadin di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/11). Kerjasama KPK 
dengan Kadin merupakan upaya pencegahan korupsi kepada para pengusaha Indonesia yang selama ini  menjadi dengan Kadin merupakan upaya pencegahan korupsi kepada para pengusaha Indonesia yang selama ini  menjadi 
obyek pungutan para oknum penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum.obyek pungutan para oknum penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum.
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